
SALINAN



JDIH Provinsi Sulawesi Barat

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 PemerintahanDaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimanatelahdiubahterakhirdenganUndang-UndangNomor
12 Tahun 2008 tentangPerubahanKedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
tentangRencanaPembangunanangkaPanjangNasionalTahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004
tentangRencanaKerjaPemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4406);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan,
tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
EvaluasiPelaksanaanRencanaPembangunanDaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentangPelaksanaanPeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2008
tentangTahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
EvaluasiPelaksanaanRencanaPembangunanDaerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012
tentangPedomanPenyusunan, Pengendalian dan
EvaluasiPelaksanaanRencanaPembangunanDaerahTahun
2013.

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi BaratNomor 5 Tahun
2010tentangRencanaPembangunanJangkaPanjangProvinsiSula
wesiBaratTahun 2005-2025 (LembaranDaerahProvinsiSulawesi
Barat Tahun 2010 Nomor 51);

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi BaratNomor 1 Tahun 2013
tentangRencanaPembangunanJangkaMenengahProvinsiSulawe
siBaratTahun 2011-2016

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi BaratNomor 5 Tahun 2010
tentangRencanaPembangunanJangkaPanjangProvinsiSulawesi
BaratTahun 2005-2025 (LembaranDaerahProvinsiSulawesi
Barat Tahun 2010 Nomor 51);

15. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 12 tahun 2013
tentang Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD) Tahun 2014
(LembaranDaerahProvinsiSulawesiBaratTahun 2013 Nomor
12);

16. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 12 tahun 2013
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014



(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 Nomor
12.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
TAHUN 2014.

Pasal 1

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), diubah sehingga berbunyi sebagaimana
dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 17

SalinanSesuaiDenganAslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Drs. DOMINGGUS S, SH, MM
Pangkat : Pembina UtamaMuda
NIP. : 19610115 198703 1 011

Ditetapkan di Mamuju
Padatanggal,7 Juli 2013

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkandi Mamuju
Padatanggal,7 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

H. ISMAIL ZAINUDDIN


